
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 167, 2021 KEMENAKER. Penghargaan Nasional. 

Perusahaan. BUMN. Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas. Pedoman Pemberian. 

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021  

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA PERUSAHAAN 

DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN 

TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dasar hukum pemberian 

penghargaan kepada perusahaan dan badan usaha milik 

negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang 

disabilitas, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 

tata cara pemberian penghargaan nasional kepada 

perusahaan dan badan usaha milik negara yang 

mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

23 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan 

dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian 

Penghargaan Nasional kepada  Perusahaan dan  Badan   

Usaha   Milik   Negarayang Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Penghargaan  dalam 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 143); 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 108);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA 

PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG 

MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG 

DISABILITAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penghargaan Nasional adalah bentuk apresiasi atas jasa 

dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan 

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. 
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2. Tim Penghargaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim 

Penghargaan adalah kelompok kerja yang bertugas 

melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi kepada 

Menteri untuk menetapkan penerima Penghargaan 

Nasional. 

3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak. 

4. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah Penyandang 

Disabilitas yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

5. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan 

tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh negara. 

7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya 

disebut Kementerian BUMN adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembinaan BUMN. 

8. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 

provinsi. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pemberian 

Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. 
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BAB II 

KRITERIA 

 

Pasal 3 

(1) Penghargaan Nasional diberikan oleh Menteri kepada 

Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas. 

(2) Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya. 

 

Pasal 4 

(1) Penghargaan Nasional diberikan kepada Perusahaan dan 

BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dengan kriteria: 

a. Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang 

Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari 

jumlah pegawai atau pekerja atau BUMN yang 

mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling 

sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau 

pekerja; 

b. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, 

penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan 

pengembangan karier yang adil dan tanpa 

diskriminasi; 

c. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi; 

d. menyediakan akomodasi yang layak bagi Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas; dan 

e. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan 

kesejahteraan yang mudah diakses oleh Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

TIM PENGHARGAAN 

 

Pasal 5 

(1) Menteri menetapkan Tim Penghargaan dalam pemberian 

Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN. 

(2) Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh direktorat jenderal yang 

membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja. 

 

Pasal 6 

Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

mempunyai tugas: 

a. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemberian 

Penghargaan Nasional; 

b. melaksanakan seleksi terhadap Perusahaan yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 

yang berasal dari usulan gubernur; 

c. melaksanakan seleksi terhadap BUMN yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 

yang berasal dari usulan Kementerian BUMN; dan 

d. mengusulkan nominasi Perusahaan dan BUMN yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 

penerima Penghargaan Nasional yang terbaik 

berdasarkan penilaian Tim Penghargaan kepada Menteri. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN SELEKSI 

 

Pasal 7 

(1) Tim Penghargaan melakukan seleksi Penghargaan 

Nasional untuk: 

a. Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan 

gubernur melalui Dinas Provinsi; dan 
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b. BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan 

Kementerian BUMN. 

(2) Pengusulan gubernur untuk nominasi Perusahaan yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 

penerima Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Dinas 

Provinsi. 

(3) Usulan Perusahaan penerima Penghargaan Nasional dari 

gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

paling banyak 3 (tiga) Perusahaan setiap kategori. 

(4) Usulan BUMN penerima Penghargaan Nasional dari 

Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b paling sedikit 6 (enam) BUMN. 

 

Pasal 8 

Pelaksanaan seleksi Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut: 

a. persiapan; 

b. penelaahan; 

c. verifikasi; dan 

d. penilaian; 

 

Pasal 9 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

terdiri atas: 

a. penyiapan bahan; 

b. penyusunan rencana kegiatan; dan 

c. sosialisasi. 

(2) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, meliputi kuesioner, bahan sosialisasi, surat-

surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi ke 

Perusahaan. 

(3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, meliputi jadwal pelaksanaan 
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kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pelaporan. 

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

meliputi penyampaian informasi dan formulir isian 

nominasi Perusahaan dan BUMN kepada Dinas Provinsi 

dan Kementerian BUMN dalam rangka pelaksanaan 

pemberian Penghargaan Nasional. 

 

Pasal 10 

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 

dilakukan terhadap data usulan nominasi Perusahaan yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dari 

Dinas Provinsi dan data usulan nominasi BUMN dari 

Kementerian BUMN sebagai penerima Penghargaan Nasional. 

 

Pasal 11 

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, 

meliputi verifikasi data dan verifikasi lapangan. 

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari data hasil usulan nominasi Dinas Provinsi 

atau Kementerian BUMN. 

(3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat melibatkan Dinas Provinsi atau Kementerian 

BUMN. 

 

Pasal 12 

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 

berdasarkan indikator: 

a. penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; 

b. pengembangan karir Tenaga Kerja Penyandang 

Disabilitas; 

c. kesejahteraan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; 

d. aksesibilitas; dan 

e. program keselamatan dan kesehatan kerja Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas. 
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(2) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 

PEMBERIAN PENGHARGAAN 

 

Pasal 13 

(1) Nominasi penerima Penghargaan Nasional diberikan 

kepada Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas dengan kategori sebagai berikut: 

a. perusahaan besar; 

b. perusahaan sedang; dan 

c. perusahaan kecil. 

(2) Nominasi Perusahaan penerima Penghargaan Nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling 

banyak 3 (tiga) Perusahaan untuk setiap kategori. 

(3) Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan kepada Perusahaan yang memiliki 

jumlah pegawai atau pekerja 100 (seratus) orang atau 

lebih. 

(4) Perusahaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b diberikan kepada Perusahaan yang memiliki 

jumlah pegawai atau pekerja 20 (dua puluh) orang 

sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang. 

(5) Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c diberikan kepada Perusahaan yang memiliki 

jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 20 (dua puluh) 

orang. 

 

Pasal 14 

(1) Nominasi penerima Penghargaan Nasional diberikan 

kepada BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas termasuk anak perusahaan 

BUMN. 
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(2) Nominasi BUMN penerima Penghargaan Nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling 

banyak 3 (tiga) BUMN. 

 

Pasal 15 

Penerima Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal 16 

Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan 

BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang 

Disabilitas diberikan setiap tahun pada peringatan Hari 

Disabilitas Internasional atau acara resmi lainnya. 

 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 17 

(1) Menteri atau gubernur melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan 

Nasional. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk 

pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional 

selanjutnya. 

 

BAB VII 

PENDANAAN 

 

Pasal 18 

Pendanaan pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional 

bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
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c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada  tanggal 18 Februari 2021 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

IDA FAUZIYAH 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 23 Februari 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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